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DAFTAR ISI 
1. Penyampaian Draft Sk Sekjen Tentang Penetapan Tpzi,Sk Role Model, SK

Agen Perubahan Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan
Perpustakaan Tahun 2022.

2. SK Nomor Nomor 285 Tahun 2019 Tentang Agen Perubahan Reformasi
Birokrasi Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

3. SK Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Agen Perubahan Pembangunan Zona
Integritas Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Dan
Pengelolaan Perpustakaan Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022

4. SK Nomor 3.9 Tahun 2021 Tentang Kegiatan Penyusunan Jurnal Konstitusi
Tahun 2021 Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,

5. Nota Dinas Penyampaian Ujian Kenaikan Jabatan Peneliti Mahkamah
Konstitusi

6. SK Nomor 1b Tahun 2021 Tentang Majelis Asesor Peneliti Instansi (Mapi) Di
Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Tahun 2021

7. SK Nomor Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilai
(Tapi) Dalam Rangka Kegiatan Ujian Kompetensi Usulan Perpindahan
Jabatan Kandidat Peneliti Menjadi Jabatan Fungsional Peneliti Atas Nama M.
Lutfi Chakim Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,

8. Surat Konsultasi Dan Bertanya
9. Surat Tugas Memberikan Bimbingan Peserta Magang
10. Surat Konstitusi Lulus Scopus Jurnal Internasional
11. Pengembangan Perpustakaan Online Dan Puskon Mk
12. Pengembangan Jurnal Konstitusi, Constitutional Review Dan E-Peneliti.
13. Best Paper Award Peneliti Puslitka
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NOTA DINAS
Nomor :  876/2500/PP.00/03/2022

Kepada Yth : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 
Dari : Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan

Perpustakaan 
Perihal : Penyampaian Draft SK Sekjen tentang Penetapan TPZI,SK Role

Model, SK Agen Perubahan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara,
dan Pengelolaan Perpustakaan Tahun 2022

Tanggal : 07 Maret 2022 

Dengan hormat, dalam rangka mewujudkan Zona Integritas (ZI)  -  Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan
Pengelolaan Perpustakaan, Bersama ini kami sampaikan 

a. konsep SK Sekjen tentang Tim Pembangunan Zona Integritas (TPZI),

b. konsep SK Sekjen tentang Penetapan Role Model, dan

c. konsep SK Sekjen tentang Penetapan Agen Perubahan Pusat Penelitian dan
Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan tahun 2022.

Apabila Bapak tidak berkehendak lain mohon perkenan Bapak Sekjen untuk
menandatangani konsep SK tersebut diatas 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan dari Bapak Sekjen
lebih lanjut  kami ucapkan terima kasih. 

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kurniasih Panti Rahayu

Tembusan Yth :
- Kepala Biro SDMO
- Inspektur
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KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  NOMOR 285 TAHUN 2019

TENTANG

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan
birokrasi yang profesional perlu dilakukan perubahan pola pikir dan
budaya kerja secara berkelanjutan; 

b. bahwa untuk menggerakan birokrasi yang profesional di lingkungan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, diperlukan
agen perubahan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi;

c. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;
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5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49
Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 158);

6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Manajemen Perubahan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan
Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
751);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen
Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1455); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2015-2019;

11. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun
2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH
KONSTITUSI.

KESATU : Menetapkan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut dengan Agen
Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 
Mahkamah Konstitusi, dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris
Jenderal ini.

KEDUA : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri



atas Pegawai Teladan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi.

KETIGA : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi mempunyai peran dan tugas:
1. Sebagai katalis, yaitu dapat memberikan keyakinan dan pengaruh positif

kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing tentang
pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah yang lebih baik;

2. Sebagai penggerak perubahan, yaitu menjadi pendorong dan penggerak
pegawai lain untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kea rah unit
organisasi yang lebih baik;

3. Sebagai pemberi solusi, yaitu dapat memberikan alternatif solusi kepada
para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi
kendala dalam proses berjalannya perubahan unit organisasi ke arah yang
lebih baik;

4. Sebagai mediator, yaitu membantu memperlancar proses perubahan,
terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi
birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan
pihak di luar unit kerja yang terkait dengan proses perubahan; dan

5. Sebagai penghubung, yaitu menghubungkan komunikasi dua arah antara
pegawai di lingkungan unit kerja dengan para pengambil
keputusan/Pimpinan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi. 

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA,
Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Kerjanya
secara berjenjang sampai dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
selaku pejabat yang menetapkan. 

KELIMA : Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta mengkoordinasikan dan
melakukan monitoring terhadap program dan kegiatan Agen Perubahan
Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi secara berkala setiap enam bulan sekali. 

KEENAM : Masa kerja Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan
Sekretaris Jenderal ini ditetapkan dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu
apabila Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal  Mahkamah Konstitusi dimaksud tidak dapat melaksanakan tugasnya
dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai Agen Perubahan
Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Sasaran Kinerja Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan,
dengan mempertimbangkan penilaian dari atasan langsung Aparatur Sipil Negara
yang bersangkutan. 

KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Konstitusi.



KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Direktur Jenderal Perbendahraan Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Mahkamah Konstitusi;
6. Kepala Bagian Keuangan Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 31 Oktober 2019

SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH

Digital Signature
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Lampiran  : Keputusan Sekretaris Jenderal 
Mahkamah Konstitusi

Nomor :  NOMOR 285 TAHUN 2019
Tanggal : 31 Oktober 2019

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI

No. Nama Unit Organisasi Jabatan Keterangan

1. Achmad Junaedi Biro Umum Pengelola BMN dan
Fasilitas Persidangan

Pegawai Teladan I
Tahun 2017

2. Mohammad Mahrus
Ali 

Pusat Penelitian Dan
Pengkajian Perkara,
Dan Pengelolaan
Perpustakaan

Peneliti Ahli Muda Pegawai Teladan II
Tahun 2017

3. Gunawan Biro Hubungan
Masyarakat Dan
Protokol

Kepala Sub Bagian
Protokol

Pegawai Teladan
III Tahun 2017

4. Rachmat Santoso Biro Sumber Daya
Manusia Dan
Organisasi

Kepala Sub Bagian
Pembinaan dan
Pengembangan Pegawai
Non Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Teladan I
Tahun 2018

5. Hermita Uly Artha
Sinurat

Biro Hukum Dan
Administrasi
Kepaniteraan

Pengolah Data Perkara dan
Putusan

Pegawai Teladan II
Tahun 2018

6. Akbar Anatajaya Biro Umum Kepala Sub Bagian
Akuntansi dan Laporan
Barang Milik Negara

Pegawai Teladan
III Tahun 2018

7. Ruccy Susanto Biro Perencanaan Dan
Keuangan

Penata Usaha Surat
Perintah Membayar

Pegawai Teladan I
Tahun 2019

8. Oly Viana Agustine Pusat Penelitian Dan
Pengkajian Perkara,
Dan Pengelolaan
Perpustakaan

Peneliti Ahli Muda Pegawai Teladan II
Tahun 2019

9. Prana Patrayoga
Adiputra

Biro Hubungan
Masyarakat Dan
Protokol

Pengelola Keprotokolan Pegawai Teladan
III Tahun 2019

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Oktober 2019

SEKRETARIS JENDERAL
M. Guntur Hamzah
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KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  NOMOR 285 TAHUN 2019

TENTANG

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan
birokrasi yang profesional perlu dilakukan perubahan pola pikir dan
budaya kerja secara berkelanjutan; 

b. bahwa untuk menggerakan birokrasi yang profesional di lingkungan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, diperlukan
agen perubahan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi;

c. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;
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5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49
Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 158);

6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Manajemen Perubahan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan
Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
751);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen
Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1455); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2015-2019;

11. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun
2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH
KONSTITUSI.

KESATU : Menetapkan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut dengan Agen
Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 
Mahkamah Konstitusi, dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris
Jenderal ini.

KEDUA : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri



atas Pegawai Teladan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi.

KETIGA : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi mempunyai peran dan tugas:
1. Sebagai katalis, yaitu dapat memberikan keyakinan dan pengaruh positif

kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing tentang
pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah yang lebih baik;

2. Sebagai penggerak perubahan, yaitu menjadi pendorong dan penggerak
pegawai lain untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kea rah unit
organisasi yang lebih baik;

3. Sebagai pemberi solusi, yaitu dapat memberikan alternatif solusi kepada
para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi
kendala dalam proses berjalannya perubahan unit organisasi ke arah yang
lebih baik;

4. Sebagai mediator, yaitu membantu memperlancar proses perubahan,
terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi
birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan
pihak di luar unit kerja yang terkait dengan proses perubahan; dan

5. Sebagai penghubung, yaitu menghubungkan komunikasi dua arah antara
pegawai di lingkungan unit kerja dengan para pengambil
keputusan/Pimpinan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi. 

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA,
Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Kerjanya
secara berjenjang sampai dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
selaku pejabat yang menetapkan. 

KELIMA : Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta mengkoordinasikan dan
melakukan monitoring terhadap program dan kegiatan Agen Perubahan
Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi secara berkala setiap enam bulan sekali. 

KEENAM : Masa kerja Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan
Sekretaris Jenderal ini ditetapkan dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu
apabila Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal  Mahkamah Konstitusi dimaksud tidak dapat melaksanakan tugasnya
dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai Agen Perubahan
Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Sasaran Kinerja Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan,
dengan mempertimbangkan penilaian dari atasan langsung Aparatur Sipil Negara
yang bersangkutan. 

KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Konstitusi.



KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Direktur Jenderal Perbendahraan Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Mahkamah Konstitusi;
6. Kepala Bagian Keuangan Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 31 Oktober 2019

SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH

Digital Signature
mk393965491191023102210



Lampiran  : Keputusan Sekretaris Jenderal 
Mahkamah Konstitusi

Nomor :  NOMOR 285 TAHUN 2019
Tanggal : 31 Oktober 2019

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI

No. Nama Unit Organisasi Jabatan Keterangan

1. Achmad Junaedi Biro Umum Pengelola BMN dan
Fasilitas Persidangan

Pegawai Teladan I
Tahun 2017

2. Mohammad Mahrus
Ali 

Pusat Penelitian Dan
Pengkajian Perkara,
Dan Pengelolaan
Perpustakaan

Peneliti Ahli Muda Pegawai Teladan II
Tahun 2017

3. Gunawan Biro Hubungan
Masyarakat Dan
Protokol

Kepala Sub Bagian
Protokol

Pegawai Teladan
III Tahun 2017

4. Rachmat Santoso Biro Sumber Daya
Manusia Dan
Organisasi

Kepala Sub Bagian
Pembinaan dan
Pengembangan Pegawai
Non Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Teladan I
Tahun 2018

5. Hermita Uly Artha
Sinurat

Biro Hukum Dan
Administrasi
Kepaniteraan

Pengolah Data Perkara dan
Putusan

Pegawai Teladan II
Tahun 2018

6. Akbar Anatajaya Biro Umum Kepala Sub Bagian
Akuntansi dan Laporan
Barang Milik Negara

Pegawai Teladan
III Tahun 2018

7. Ruccy Susanto Biro Perencanaan Dan
Keuangan

Penata Usaha Surat
Perintah Membayar

Pegawai Teladan I
Tahun 2019

8. Oly Viana Agustine Pusat Penelitian Dan
Pengkajian Perkara,
Dan Pengelolaan
Perpustakaan

Peneliti Ahli Muda Pegawai Teladan II
Tahun 2019

9. Prana Patrayoga
Adiputra

Biro Hubungan
Masyarakat Dan
Protokol

Pengelola Keprotokolan Pegawai Teladan
III Tahun 2019

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Oktober 2019

SEKRETARIS JENDERAL
M. Guntur Hamzah
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KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI 

NOMOR  103 TAHUN 2022

TENTANG
AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

UNIT KERJA PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA DAN
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN

SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI 
TAHUN 2022

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang  :     a. bahwa dalam rangka pencegahan korupsi dan peningkatan

kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan

reformasi birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu menetapkan

Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan

Perpustakaan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat

Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris

Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Agen

Perubahan Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Pusat

Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan

Perpustakaan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat

Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022.
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Mengingat           : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6554);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

158);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
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Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 671);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris

Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat

Jenderal Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN  : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH

KONSTITUSI TENTANG AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS UNIT KERJA PUSAT PENELITIAN DAN
PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN
2022.
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KESATU : Menetapkan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Unit

Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan

Perpustakaan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat

Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas bertugas sebagai

penggerak dan pendorong kepada pegawai ke arah yang lebih

baik terkait dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas

Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan

Pengelolaan Perpustakaan  di Lingkungan Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;

2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Maret 2022

SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH

Digital Signature
mk1478437495220304043820
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Lampiran I Surat Keputusan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi
Nomor :  103 TAHUN 2022 Tahun 2022
Tanggal : 07 Maret 2022 2022 

AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
UNIT KERJA PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA DAN

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI 

TAHUN 2022

NO
. NAMA PANGKAT/

GOLONGAN JABATAN

1. Anna Triningsih 198109232010122001 Peneliti Ahli Madya

2. Oly Viana Agustine 198811062014022001 Peneliti Ahli Madya

3. M. Mahrus Ali 198210242009011002 Peneliti Ahli Muda

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Maret 2022

SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH
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KEPUTUSAN

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

3.9 TAHUN 2021

T E N T A N G

KEGIATAN PENYUSUNAN JURNAL KONSTITUSI TAHUN  2021

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Penerbitan Jurnal Konstitusi
oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi,
perlu diselenggarakan kegiatan penyusunan Jurnal Konstitusi Tahun
2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi tentang Kegiatan Penyusunan Jurnal Konstitusi Tahun
2021

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Kepala LIPI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman
Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah;

6. Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etik
Publikasi Ilmiah;

7. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun
2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi;

9. Peraturan Menteri Keuangan No 32/PMK.02/2018 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN  SEKRETARIS JENDERAL  MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG KEGIATAN PENYUSUNAN JURNAL KONSTITUSI TAHUN
ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Kegiatan Penyusunan Jurnal Konstitusi Tahun  2021.

KEDUA : Membentuk Tim Penyusunan Jurnal Konstitusi Tahun 2021, dengan
susunan tim sebagai berikut :

1. Pengarah : 1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
3. YM. Hakim Konstitusi

2. Penanggungjawab : Sekretaris Jenderal
3. Koordinator Kepala Puslitka

4. Jurnal Konstitusi 
 Redaktur/Editor-in-

Chief
 Penyunting/

Managing Editor 

: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

M. Mahrus Ali
Anna Triningsih
Irfan Nur Rachmah
Winda Wijayanti
Sahfina Sabila
Muhammad Reza Winata
Abdul Basid Fuadi
Melisa Fitria Dini

5 Sekretariat : 1.
2.
3.

Kabid Puslitka
Kepala Subbagian TU Puslitka
Pengadministrasi Umum

6. Desain Grafis/IT : 1.
2.

Tarnoto
Nur Budiman

7. Mitra Bestari/ 
Reviewer

: Ahli/ Pakar sesuai bidangnya
Sebagaimana Terlampir dalam lamp I

KETIGA : Tim bertugas : 

1. Mengumumkan rencana penerbitan Jurnal Konstitusi dalam

website/laman Mahkamah Konstitusi dan Majalah Konstitusi;

2. Mengumpulkan dan menyeleksi artikel para penulis yang masuk;

3. Menyerahkan artikel kepada Mitra Bestari untuk direview;

4. Melakukan koreksi tata bahasa dan format tulisan;

5. Menyusun laporan naskah yang masuk, naskah yang dinyatakan

layak dan tidak layak untuk dimuat dalam jurnal.

www.mkri.id


KEEMPAT : Memberikan honor Tim Penyusunan Jurnal Konstitusi untuk setiap edisi

terbit pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III.

KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan  pada DIPA  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

3. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta;

4. Direktur Jenderal Perbendaharaan di Jakarta;

5. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan di Jakarta;

6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I di
Jakarta;

7. Bendahara Pengeluaran Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 5 Januari 2021

SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH

Digital Signature
mk1561745206210309033323
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Lampiran I :  Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 
Nomor :  3.9 Tahun 2021 
Tanggal :  5 Januari 2021

Mitra Bestari Jurnal Konstitusi  :

1. Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.

2. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

3. Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.

4. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.Hum.

5. Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum.

6. Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H.

7. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.

8. Dr. Wasis Susetyo, S.H., M.A., M.H.

9. Dr. M. Ali Safa’at, S.H., M.H.

10.Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H.

11.Dr. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum

12.Dr. Oky Burhamzah, S.H., M.H.

13.Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

14.Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.

15.Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

16.Dr. Radian Salman, S.H., LL.M

17.Dr. Agus Riewanto, S.H., M.H.

18.Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H.

19.Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.

20.Dr. Fitra Arsil, S.H.

Jakarta,  5 Januari 2021

SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH
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Lampiran I :  Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 
Nomor :  3.9 Tahun 2021 
Tanggal :  5 Januari 2021

INDEKS HONORARIUM

KEGIATAN PENYUSUNAN JURNAL KONSTITUSI TAHUN  2021

NO JABATAN INDEKS 
( Rp )

KET

1. Penanggung Jawab/ Koordinator 500.000,- Oter

2. Redaktur/Editor-in-Chief 400.000,- Oter

3. Penyunting/Managing Editor 300.000,- Oter

4. Sekretariat 150.000,- Oter

5. Desain Grafis/IT 180.000,- Oter

6. Penulis Artikel 200.000,- per halaman (maksimal
22 halaman)

7. Mitra Bestari/Reviewer 1.500.000,- Orang per terbit

SEKRETARIS JENDERAL,

 M. GUNTUR HAMZAH
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NOTA DINAS
 1176/2500/PP.00/12/2021

Kepada : Majelis Asesor Peneliti Instansi (MAPI)   
Dari : Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan

Perpustakaan
Perihal : Penyampaian Ujian Kenaikan Jabatan Peneliti Mahkamah Konstitusi
Tanggal : 14 Desember 2021

Dengan Hormat, sehubungan dengan Ujian Kenaikan Jabatan Peneliti Mahkamah

Konstitusi bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

NO. NAMA NO. USULAN KETERANGAN

1. Ananthia Ayu D 433914122021075614 Dari Peneliti Ahli Pertama III/b
menjadi Peneliti Ahli Muda III/d

2. Intan Permata Putri 434029112021031943 (Dari Peneliti Ahli Pertama III/a
menjadi Peneliti Ahli Muda III/c

3. Abdul Basid Fuadi 1080714122021033408 Dari Peneliti Ahli Pertama III/a
menjadi Peneliti Ahli Muda III/d

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon bantuan kepada MAPI

untuk memproses kenaikan jabatan, untuk nama-nama tersebut di atas. 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima

kasih.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kurniasih Panti Rahayu

Tembusan Yth.
1. Sekretaris Jenderal MKRI
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia  dan Organisasi

Area Manajemen SDM
Aparatur

Digital Signature
mk1130699097211214055348
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KEPUTUSAN

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 1B TAHUN 2021

TENTANG

MAJELIS ASESOR PENELITI INSTANSI (MAPI) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN

SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2021

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penilaian terhadap

calon peneliti dan perolehan angka kredit jabatan fungsional peneliti,

perlu dibentuk Majelis Asesor Peneliti Instansi di lingkungan

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal

Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Asesor Peneliti Instansi di

lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah

Konstitusi TA 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah 

Konstitusi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahu 2017 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Tentang

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 158);

www.mkri.id
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4. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2012 tentang Tunjangan

Jabatan Fungsional Peneliti (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 238;

5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 20 Tahun

2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13

Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memperhatikan : Surat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor:

B-6936/K/KS.02/V/2019 perihal Rekomendasi Majelis Asesor Peneliti

Instansi (MAPI).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN  SEKRETARIS  JENDERAL  MAHKAMAH   KONSTITUSI

TENTANG MAJELIS ASESOR PENELITI INSTANSI (MAPI) DI

LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan anggota Majelis Asesor Peneliti Instansi (MAPI) di

Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah

Konstitusi Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Anna Triningsih 
(19810923 201012 200 1)

: Ketua Merangkap Anggota

b. Pan Mohamad Faiz Kusuma
(19821224 200604 1 005)

Anggota

c. Bisariyadi 
(19790103 200604 1 003)

: Anggota

d. Oly Viana Agustine 
(19881106 201402 2 001)

: Anggota

e. Nerpi Juita Sinurat 
(19791103 200604 2 002)

: Sekretariat MAPI

f. Erna Hasanah 
(19821214 200712 2 002)

: Sekretariat MAPI

g. Medi Kurniadi 
(19760701 200604 1 005)

: Sekretariat MAPI
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KEDUA : Majelis Asesor Peneliti Instansi bertugas :

a. Memutuskan kelulusan Uji Kompetensi setelah menerima

rekomendasi penilaian dari Tim Asesor Peneliti;

b. Melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit dan keputusan

hasil Uji Kompetensi Peneliti Ahli Muda dan Peneliti Ahli Pertama; 

c. Melaporkan hasil penilaian kepada Sekretaris Jenderal melalui

Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.

KETIGA : Kepada Majelis Asesor Peneliti Instansi (MAPI) di Lingkungan

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi diberikan

honorarium atas pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan setelah

mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas/kegiatan

tersebut di atas dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Tahun

Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia;

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik

Indonesia;

4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Republik Indonesia;

5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I;

6. Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

7. Kepala Bagian Keuangan dan Kepaniteraan dan Sekretariat

Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

8. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Januari 2021 

SEKRETARIS JENDERAL,

M. GUNTUR HAMZAH

Digital Signature
mk-1088803682210105121131
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INDEKS HONOR MAJELIS ASESOR PENELITI INSTANSI
TAHUN ANGGARAN 2021

NO. JABATAN INDEKS (Rp) KETERANGAN

1 NARASUMBER
- ESELON I /Ahli yang disetarakan   Rp  1.400.000,- OJ

 ESELON II/ yang disetarakan   Rp  1.000.000,- OJ

- ESELON III /ke bawah yang disetarakan   Rp     900.000,- OJ

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2021 
SEKRETARIS JENDERAL,

    M. GUNTUR HAMZAH
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KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI 

NOMOR   NOMOR 71 TAHUN 2021
T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAI (TAPI) DALAM RANGKA KEGIATAN UJIAN
KOMPETENSI USULAN PERPINDAHAN JABATAN KANDIDAT PENELITI MENJADI

JABATAN FUNGSIONAL PENELITI ATAS NAMA M. LUTFI CHAKIM  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penilaian terhadap
usulan perpindahan jabatan kandidat peneliti menjadi peneliti ahli
muda atas nama M. Lutfi Chakim, perlu dibentuk Tim Asesor
Penilai Peneliti (TAPI) untuk pelaksanaan Ujian Kompetensi
(Portofolio dan Wawancara) Hasil Kerja Minimal pengusul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi tentang Pembentukan Tim Asesor Penilai
(TAPI) Dalam Rangka Kegiatan Ujian Kompetensi Usulan
Perpindahan Jabatan Kandidat Peneliti Menjadi Jabatan
Fungsional Peneliti atas nama M. Lutfi Chakim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 158);

5. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2012 tentang Tunjangan
Jabatan Fungsional Peneliti (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 238);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan LIPI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Jabatan Fungsional Peneliti;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

9. Peraturan Menteri Keuangan No 78/PMK.02/2019 tentang Standar

www.mkri.id
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Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN  SEKRETARIS JENDERAL  MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAI PENELITI (TAPI)
DALAM RANGKA KEGIATAN UJIAN KOMPETENSI USULAN
PERPINDAHAN JABATAN KANDIDAT PENELITI MENJADI JABATAN
FUNGSIONAL PENELITI ATAS NAMA M. LUTFI CHAKIM

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilai Peneliti (Tapi) Dalam
Rangka Kegiatan Ujian Kompetensi Usulan Perpindahan Jabatan
Kandidat Peneliti Menjadi Jabatan Fungsional Peneliti Atas Nama M.
Lutfi Chakim.

KEDUA : Membentuk Tim Asesor Penilai Peneliti (TAPI) untuk ujian kompetensi
usulan perpindahan jabatan kandidat peneliti menjadi jabatan
fungsional peneliti atas nama M. Lutfi Chakim sebagai berikut:

1. Bisariyadi
2. Mohammad Mahrus Ali
3. Shanti Dwi Kartika

KETIGA : Tim bertugas:
1. Melakukan penilaian kelayakan dan kesesuaikan fortofolio usulan

Hasil Kerja Minimal atas nama M. Lutfi Chakim;

2. Melakukan penilaian kelayakan melalui presentasi dan wawancara
Hasil Kerja Minimal atas nama M. Lutfi Chakim;

3. Menyampaikan penilaian Uji Kompetensi ke Sekretariat MAPI;
KEEMPAT : Memberikan honor Tim Asesor Penilai Peneliti (TAPI) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III.
KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan pada DIPA  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Tahun Anggaran 2021,

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan di Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I di Jakarta;
7. Bendahara Pengeluaran Mahkamah Konstitusi;
8. Yang bersangkutan.

Jakarta, 16 Maret 2021
SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH

Digital Signature
mk-448951006210315081133
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Lampiran I : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 
Nomor :    NOMOR 71 TAHUN 2021 
Tanggal :   16 Maret 2021 

INDEKS HONORARIUM

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAI PENELITI (TAPI) DALAM RANGKA KEGIATAN

UJIAN KOMPETENSI USULAN PERPINDAHAN JABATAN KANDIDAT PENELITI MENJADI

JABATAN FUNGSIONAL PENELITI ATAS NAMA M. LUTFI CHAKIM

JABATAN INDEKS 
( Rp )

KET

TIM ASESOR

ESELON I/AHLI 1.400.000,- OJ

ESELON I/AHLI 1.000.000,- OJ

ESELON I/AHLI ke bawah 900.000,- OJ

Transport/Uang Harian
Riil Tiket/Sesuai SBM

SEKRETARIS JENDERAL,

 M. GUNTUR HAMZAH
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